BUE’ATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG - -

NOMOR 6 TAHUN 2016
,JENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG, ;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3. ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pefaturan Daerah -

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang. :

Mengingat ;1.

2.

4

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tapun 1945; « - v

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang -

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); =

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ~Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia -Nomor 5587). sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- .

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Némor 5679); -

Peraturan Pemerintah Nomdr 18 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Regubhk Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);" :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPAN G

““Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

dan
BUPATI KUPAN G

MEMUTUSKAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
v




 BABI
KETENTUAN UMUM

v

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

o RN

o N

10.
11.
12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kupang; o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;

Bupati adalah Bupati Kupang; - o

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang; '
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kupang sebaga1
unsur pembantu Bupati Kupang dan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
kabupaten Kupang dalam penyelenggaraan Urusan Pemenntahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kupang.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang; . v
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kupang;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kupang;

Badan Daerah adalah Badan Da},erah Kabupaten Kypang; :

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dmas adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; o |
Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan
adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan tekms
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. =

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan asas :

FR Mo 0o op

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi; -’
efektivitas; ,
pembagian habis tugas;
rentang kendali;
‘tata kerja yang jelas; dan {
fleksibilitas. , -
BABII b
JENIS DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH
Pasa{xl 3
Jenis Perangkat Daerah terdiri atas : ’
a. Sekretariat Daerah; v Lo b
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
4. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan. v
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Pasal 4

»elogi Perangkat Daerah terdiri atas :

Sekretariat Daerah Tipe A;

Sekretariat DPRD Tipe B; ,

inspektorat Daerah Tipe A;

Dinas — Dinas Daerah, terdiri atas: - -

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendldlkan dan urusan pemermtahan bldang
Kebudayaan; :

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemenntahan
bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyeleng arakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Ketentraman, . Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakarax;,
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bldang
Sosial;

7...Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Tenaga KCI‘_]a dan urusan pemerintahan bidang

: Transmigrasi;

;8. Dinas Pengendalian Penduduk,”Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan " urusan

~ pemerintahan bidang Pangan; *

. 10. Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemermtahan'

bidang Pertanahan;

11. Dinas Lingkungan Hldup dan Kehutanan Tipe B menyelenggarakan
urysan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan  urusan
pemerintahan bidang Kehutanan; b4

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Txpe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; 1

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan '

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan- pemenntahan
bidang Perhubungan; -

15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika urdsan pemerintahan
bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;

16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan

" urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyclcnggarakan urusan
pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemenntahan bidang
Perpustakaan; y
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i 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan -urusan
{;’ pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
| 21. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemermtahan
bidang Pariwisata; _
22. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemenntahan bldang
Pertanian;
23. Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemenntahan
bidang Pertanian z
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya M1nera1
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian,
urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pe,menntahan
bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
‘e. Badan Daerah terdiri atas : ’ ~
1. Badan Perencanaan Pembangunan serta Penehtxan dan Pengembangan
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta
fungsi penunjang Penelitian dhn Pengembangan v
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungs1 penun_;ang _
urusan pendapatan daerah; =
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan

fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. -

f. Kecamatan terdiri atas :

X.

¥ESETPNOTORBETRTNEFR MO A0 TP

Kecamatan Semau dengan Tipe A

Kecamatan Semau Selatan dengan Tipe A
Kecamatan Kupang Barat dengan Tipe A
Kecamatan Nekamese dengan Tipe A
Kecamatan Kupang Tengah dengan Tipe A
Kecamatan Taebenu dengan Tipe A .
Kecamatan Amarasi dengan Tipe A
Kecamatan Amarasi Barat dengan Tipe A s
Kecamatan Amarasi Selatan dengan Tipe A
Kecamatan Amarasi Timur dengan Tipe A ~
Kecamatan Kupang Timur dengan Tipe A
Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan Tipe A
Kecamatan Amabi Oefeto dengan Tipe A :
Kecamatan Sulamu dengan Tipe A

Kecamatan Fatuleu dengan Tipe A
Kecamatan Fatuleu Barat dengan Tipe A -
Kecamatan Fatuleu Teng&h dengan Tipe A .
Kecamatan Takari dengan Tipe A
Kecamatan Amfoang Selatan dengan T1pe A
Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan Tipe A
Kecamatan Amfoang Utara-dengan Tipe A
Kecamatan Amfoang Bafat Laut dengan Tipe A
. Kecamatan Amfoang Timur dengan Tipe A '
Kecamatan Amfoang Tengah dengan Tipe A

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah dxtetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupatl
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BAB III i
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS -

. Pasal 6 N
da Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas | AV
ida Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan”

PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d1bentuk untuk

:nunjang tertentu perangkat daerah induknya.
| Pasal 7.

«lain UPT dinas Daerah sebagaimana“dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
erdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan
wendidikan. : .'

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan'

wendldlkan formal dan non formal.

Pasal 8/

terdapat UPT dinas Daerah di bxdang kesehatan berupa rumah sakit
Daerah Naibonat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit
{ayanan yang bekerja secara profesional. s

“+

Tumah sakit Daerah Kabupaten Kelas C Naibonat sebagaimana dimaksud
-pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah
" sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan kéuangan
badan layanan umum daerah.

Pasal9 ,

} Pembentukan UPT dinas daerah dan UPT badan daerah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara‘tertulisvkepada gubernur

) sebagal wakil Pemerintah Pusat.
3 Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan berdasarkan ketentuan

. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

Pejabat Aparatur Slpll Negara pada Perangkat Daerah d1angkat dan chberhenukan

:%fapaﬂ dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
' KEPEGAWAIAN

o Pasal 11

oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.

elaksanakan kegiatan teknis operasmnal dan/atau . kegxatan teknis

Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ajrat. ('1), -
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| BAB VI b
KETENTUAN PERALIHAN

. ' Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemenntahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik ang terber;tuk depgan susunan organisasi
dan tata kerja sebelum Per%.a ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

.~ pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. ‘ '

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan.
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemenntahan umum
diundangkan. -

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seiuruh pejabét yang telah ada

tetap menduduki jabatannya dam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan peraturan dacrah ini. '
Pasal 14 -

' 7 . )
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT'Dinas Daerah dan UPT Badan
yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati Kupang tentang pembentukan UPT Dinas lpaerah dan UPT :
Badan yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

' a
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka '
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun. 2011 tentang
v Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kupang
(Lembaran Daerah Kabupatén Kupang Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten.Kupang Nomor 003); -

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah
. Kabupaten Kupang Nomor 004);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang. '
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor: 40 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005); -

d. ' Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah-
Kabupaten Kupang Nomor 006);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7  Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 007), :

¥




[
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan’ Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008

Nomor 342 Seri D Nomor 7) ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku , ‘

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanvgkan.- "

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 6 Oktober 2016 .

i &'BUPATI KUPANc_f:;

3 HMTUEKI |

; Diundangkan di Oelamasi : .
pada tanggal o Oktober 2016 }A ' 1 )

$ SEKRETARIY DAERAH KABUPATEN KUPANG,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 20 16 NOMOR 6
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG :
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2016 :
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PENJELASAN .
‘ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
- NOMOR 6 TAHUN 2016 .

'

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEfQANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG _
!

UMUM e .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa perubahan yang mgmﬁkan terhadap pembentukan Perangkat
Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungs1 dan tepat ukuran(nghts:zmg)
berdasarkan beban ker_}a yang sesuai dengan kondisi nyata di masmg—

masing daerah. Hal ini Jugg sejalan dengan pfinsip penataan orgamsas1 :

Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan eﬁswn

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan
pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat -dalam matriks

pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola

unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode

kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, - penganggaran,
pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan
informasi sesuai dengan substansi urusan permerintahannya.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasai‘kan pada

konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lim4) elemen, yaitu-

kepala Daerah (strategicapex), sekretaris Daerah '(middlé line), dinas
Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (techno structure), dan

staf pendukung. (supporting staff). Dinas Daerah merupakan. pelaksana

fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah, baik urusan wajib’ maupun urusan pilihan. Badan Daerah -
melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang melaksanakan -

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan
fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
fungsi inti (operating core). :

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemermtahan Daerah
diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, di

Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah- yang bersifat -
kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan - dan o

pelayanan tertentu yang bersifal sederhana dan intensitas tmggl
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Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan
camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi
sekretaris Daerah dalam pertanggungjawapan tersebut hanyalah fungsi
pengéndalian administrasi untuk ‘memverifikasi kebenaran addministrasi
atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala
badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan pohs1 pamong praja dan
camat kepada Bupati.

Dasar utama pembentukart Perangkat Daerah,' yaitu adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib d Urusan « Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertlmbangkan faktor luas
wilayah, jumlah penduduk kemampuan keuangan Daerah serta besaran
beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada-
Daerah sebagai mandat yang wajib dllaksanakan oleh setlap Daerah
melalui Perangkat Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah” “adalah Perangkat Daerah hanya
dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemenntahan
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan
Huruf b :
Yang dimaksud dengan asas 1nt;en81tas Urusan
‘Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah
dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume
beban tugas untuk melaksanakan = suatu  Urusan
Pemerintahan, atau volume beban tugas untuk mendukung
dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. .

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas eﬁ81ens1 adalah pembentukan

Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan: perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat d1peroleh
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas® adalah
pembentukan Perangkat Daerah harus bcronentam pada
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
Hurufe
Yang dimaksud dengan asas “pembagian. habls tugas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat
Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang
dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ‘
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Huruf f :
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja
« pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan
pengendalian unit kelja bawahgn
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang Jelas adalah
o pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit
kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja
yang jelas, baik Vertlkal maupun horlzontal '
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk -menampung
tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan

K

Pasal 3
Cukup jelas. .
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
a Cukup jelas.
Pasal 6 .
Cukup jelas. ' .
Pasal 7 1
Cukup jelas. ' ‘
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 .o S
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas. v
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas. ¢
Pasal 16
Cukup jelas.
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